WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PEMBERDAYAAN

Menimbang

Mengingat

MASYARAKAT DAN DESA KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

‘WALIKOTA TUAL,

bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman
kinerja guna memaksi malkan peran dan tanggung jawab

dalamn pelaksanaan hygas dan pekerjaan sata pemberian

motivasi yang dapat menghgsilkan kinerja yang optimal,
maka perlu disusun raian tugas dan jabatan secara
sistematis dan terpadu;

bahwa untuk memodak lanjiti  ketentuwan Pasal 19
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang

. Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual make perla uraian

tugas jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

organisasi;

bahwa berdasarken pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan buruf b di atas, perla ditetapkan dengan
Poraturan ‘'Walil sota Tual

Undang-Undang Nomor 60 Tahun [958 tentang Penetapan
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 1957  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 dalam
Wilayah Dacrah Swatantre Tingkat [ Maluku (Lembaran
Negara Republik Indopesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republit  Indonesia
Nomor 16435} :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 323 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintalhh Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007  tenlang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Malaku {Lembaran
Megara Republik Indomesia Tahun 2007 Nomor 97,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4747};
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 200%
Nomor 112 Tambahan Lembarzan Republik Indonesia Negara
Nomeor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipii Negara ({Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3494,

Undang-Undang HNomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahup 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55387) sechagaimana
telah dlubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Talhun 2013
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemermtah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeo Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah  demgan Peramuran  Pemerintah  Nomor
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawal Negeri Sipil
[Lembaran Megara Republik Indeonesia Tahun 2003 Nomeor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Narnor 41592);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil Republik [ndonesia
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
indonesia Talun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembatan
Negara Republik Indenesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diibah  dengan Peraturen Pemerintah  Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahanr Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 4194,

11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

12.

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263},

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ientang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahen  Daerah  (Lembaran . Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13 Peraturan Pemeringah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 5887}
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14. Peraturan Menteri Dalarmn Negert Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15, Peraturan Daerah Kota Tual Normor 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual
(Lembxaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS

JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KOTA TUAL. '

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini vang dimeksud dengen :

e B N4 L B S T R o

o

10.

Daerah adalah Kota Tual;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual;
Walikota Tual adalah Wealikota Tual;

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;

Dinas Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota, Tual;

Perangkat Daerahr adalah orgamisasi pada Pemerimtah Daersh  yang
bertanggung jawab kepada Walikota dalum rangka penyelenggarziwan

pemerintahan ‘vang terdiri dari Sekretariat Daerah, Seckretariat DPED,
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Dacrah;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional danfatau kegiatan teknis penunjang tertentu;

Jabatan Strulttural adalahh  kedudukan vang menunjukkan  tugas,
tanggungawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri Sipil dalam
rangka memunpin suatu safban organisasi;

1l Jabatan fungsional Pogaweal Negeri Sipil yang selanjutnye disebut jabatan

12,

13.

14.

fungsional adalah kedudukan vang menunjukkan tugas, tanggungiawab,
wewenang dan bek seorang Pepawal Negeri Sipil dalam suatu  satuan
organisasl yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
danfatau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

Pelaksana edalah jabatan di luar jabatan struktural maupun jabatan
fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan
sebagian tugas pada jabatan struktural;

Standar Kempeteénsi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi
adalah persyaratan kompctensi minimal yang harus dimilki seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan;

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah oleh Perperintah
kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
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Tugas Pembantuan adalsh peougasan dar Pemerintah kepada Daerah
dan/atar Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
dan/atau Desa serta Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk
melaksanakan tugas tertentu;

16, Tugas Pokok aﬁa.lah s€kumpulan aktfitas untuk menyelesaikan pekerjaar;

17.

18.

{1)

(2)
(3]

Fungs! adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama
berdasarkan sifat atau pelaksasrmys;

Uralan Tugas adalah suatu paparan atau rincan atas semua tugas jabatan
yang merupakan tugas pokok yang dilakukan deh pemegang jabatan
dalam memproses bahan kerja menjadi hasl kerja dalam. kendisi tertentu,

BARB 1l
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Pertama
SUSUNAN ORAGNISASI

Pa=al 2

Susunan Organisasi Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kota Tual,
terdiri dari :
a. Kepala Dinas.
b Sckretariat, terdiri dar .
1.Sub Bagjan Umum dan Kepegawai an;
2.3ub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
¢. Bidang Pemerintahan Desa/Kelaraban, terdin dari :
1.8eksi Penyelengoaraan Pemerintah Desa/Kelarahan;
2. Beksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaainr Desa;
2 Seksi Penataan Desa
d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan
Teknologl Tepat Guna, terdini dam:
1.3eksi Pemberdayaan lsaha Ekonomi Masvarakat;
2.5eksi Sumker Daya Alermn, Sarama dan Prasarana Perdesaan;
3.5eksi Teknologi Tepat Guna.
¢. Bidang Ketahanan Masyarakat Kelembagaan dan Sosial Budaya, terdir
dari :
1. Seksi Ketahanan Masyarakat;
2. Seksi Kerjasama Kelembagaan Masyarakat;
3 Seksi Sosial dan Budava Masyarakat.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual merupakan unsur
pelaksana otonomi daerabh  pemerimah Kote & bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa, dipimpin oleh searang Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepatla Walikota melalui Sekretaris Daerall




Pasa 4

Dinas Pemberdayean Masyarakat dan Desa mempunyal tugas membantu
Walikota melaksanakan sebagian ngas umum  Pemerintahan  dan
Pembangunan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa, melalw
kebijakan teknis dan  pembinaan  pelaksanaan  kegiatan Pemberdayaan
masyarakat dan desa.

Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pade Pasal 4, Dinas
Pemberdayaan Masvarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan fcknis d bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

b. Menyclenggaralkan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan
umum d bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan
Paraturan Perundang-Undangan;

¢ Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Deza;

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Di nas;
e. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas;

f Pelaksanagn tugas lain sesuai kebijskan yang ditetapkan Walikota i
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga.
KEPALA DINAS

Pasal &

Uraian tuges Kepala Dinas, schagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan tecknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

b. Merumuskan dan menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesiai ketentuan perundang-undangan yang
berlalou,

¢ Melakukan koordinasi dalam rangka peleksanaan tugas pokok dan fungsi
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaky;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dalam
rangka penyusunan dokumen perencanaan dasah berupa Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD}, Rencana Pemnbangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJJMD), dan Rencana Jangka Pendek atau
Rencane Kerja Pemerintah Daerah (RKPD};

e. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD
(KUA), Prioritas dan Phfon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah;

f. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangkn pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaing

g Menyelenggarakan pembinaan tekmis d bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;



Memhina dan mengendalikary semua  kegiatan bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa serta wajb menerapkan azas koordinasi, i miegrasi
dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun antara satuan
organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lainnya di
Daerat

Mengorganisasikan dan mcengarahkan semua jabatan/eselon d lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kebijakan
teknis d bidang Pemberdaysan Masvarakat dan Desa sesual ketentuan
Perundang-undangan yang berlala;

Menetapkan standard dan pedoman pelaksanaan pelayanan umum &
bidang Pemberdayaan Mesyaraketl dan Desa sesuai ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku;

Membina, mengawasi dan mengendalikan pclaksanaan tugas-tugas Dinas,
gesual ketentuan Perundang-undangan yang berlaloy

Mengkoordinasikan penyeenggarasn tata usaha Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

Membina dan memberikan petunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahan
serta menilai  prestasi kerja bawahan sebagai balan  pertimbangan
pengembangan karer berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku;

Mengevaluasi pelaksenaan sermua kebijakan teknis yang telab ditetapkan
secara periodik;

Menyusun rencana kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai
ketentuan Perundang-undangen yang berlalko;

Melaporkan hasil pelaksanaarny tugas kepada Walikzota melalul Sekretaris
Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
Melaksanakan tugas lain di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sesuai ketentuan Perundangaumdangan yang berlaku dan kebijaltan yang
ditetapkan oleh Walikota,

Bagian Keempat
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN

Pasal 7

Uraian Tugas Sekretaris, schagai berikut :

a.

b,
.

Menyelenggarakan tata usaha, admunistrasi umum dan  kepegawaiarn,
keuangan dan perencanaan knglap & nas;
Mengorganisasikan kegiatan sckretariat dan seluruh bidang lingkup dinas;
Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan  dokumen yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan. rugas pokok dan fungsi dinas;
Menghimpun  bahan-bahan pembinaan . organisasi dan mengatur
tatalaksana dinas;
Menyelenggarakan rumah tangga dan perlengkapan dinas;
Mengkoordinasikan bahan penyusunan Perencanaan Kinerja dan laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas;
Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan
kepegawaian, serta sub bagian perencanaan dan keuangan;
Melaporkan pelaksanaan togas secara berkala maupun sewaktu-waktu
kepada kepala Dinas;

&
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(1}

Melaksanakan tugas kin yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual
ketentuan Perundang-undangan vang berlaku. '

Pasal 8

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai bernikut

a Menerima, mencatat, mengelola, mengatur, menginm dan menyimpan
seluruh ddloumen fsurat masuk/surat. kehiar,

b. Menyampaikan lembaran despesisi yang disertakan bersama dokumen
surat masuk kepada Kepala Dinas;

¢ Melakukan penomoran Surat keluar aesvai  ketentuan Perundeéang
undangan yang berlaku;

4. Meneruskan seluruh dokumen surat masuk dan keluar kepada pihak
rerkait;

e. Mengatur dan mengkoordipasikan wrbpsan rumah tangga meliputi
ketertiban dan keamanan, pengadaan, pemelibaraan dan inventarisasi
perlengkaparif barang, alat tulis kantor [ATK], pengunaan kendaraan,
dan lain-lain urusan rumeh tangga

f. Membantu  Sekretaris  dalam  menyelenggarakan administrasi
kepegawaian dinas meliputi pengusulan pengangkatan, kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindaban, cuti, pemberhentian dan
pension, penyusunan daftar urut kepangkatan, bezetting pegawai negeri
sipil dan aumpah janj pegawali negeri sipil serta urusan kepsgaweian
lsinnya sesuai ketentuan Perundang-undangen yang berlaky

g Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan  dokumen
kepegawaian yang diperlukan dalam rangka pelaksansen tugas pokok
dan fungsy

h Melaporkan pelaisenaan tuges secara berkala maupun sewaktu-wakiu

kepada Sekretaris; | .
i Melaksanakan tugss lain yang diberikan oleh Sckretaris  sesual
xetentuan Perundang-undangan yang berlaku

Urslan Tugas Kepala Sub Bagian Perenc¢anadn dan Keuangun, sebagai

berilouat:

a Merencanakan dan menyusun rencana anggaran dan daftar pelaksanaan
anggaran dinas,

b, Mengatur datn mengelola adm1mstras1 keuangarn;

¢. Mengatur dan mengkordinir benduhara pengeluaran sesua. ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku;

d. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas;

e Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumen keuangan
dan perencanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi;

f. Mengkoordinasikan  penyiapan  pertanggungiawaban.  pengelolaan
keuangan dinas;

g Membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan bahan-bahan yang
diperlukan dalam rangka penyusunan rencana kinetja; _

h Membantu Sekretaris menyusun  rencana kinerja  dan laporan
Alruntabilitas Kinerja;

i Melaporkan pelaksanaan tuga$ secara bekala maupun sewaktu-waktu
kepada Sekretaris;
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j Melaksanakan tugas hin yang diberikan oleh Sekretaris scsuai
ketentuan Perundang-undangan yang berlalou.

Bagian Kelima
KEPALA BIDANG DAN KEPALA SEKSI

Pasal 9

Uraian Tugss Kepala Bidang Ketahanen Masyarakat, Kelembagaen dan Sosial

Budaya, sebagal berikut:

a Menyvampaikan data/bahan dalem rangka penyusunan perencanaan
Ketahanan Masyrarakat, Kelembagaan Dan Sosial Budaya serta pedoman

| pelaksanaannya;

b. Mengkoordinasikan tsncana pemberdayasn masyarekat di  bidang
Ketahanan Masyarakat, Kelembagaan Dan Sosial Budaya dengan instansi
terkait agar tercipta keterpaduan program;

¢. Menyelenggarskan pembinaan den fasilitasi d  bidang Ketahanan
Masyarakat, Kelembagaan Dan Sosial Budaya;

d  Melakukan kerjasame penelitian & bideng Ketshanan Masyarakat,
Kelembagaan Dan Sosial Budays;

e. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi d bidang Ketahanan
Masyarakat, Kelembagaan Dan Sosial Budaya sesual ketentuan Perundang-
undangan yang berlakuy;

f Membina dan mengawasi saf bawahannys;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada Kepala Dinas melahii Sekretaris Dinas;

h Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesual ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

1} Uraian Tugas Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat, sebagai berilcut -

a. Menyampaikan datafinformasi sebagal bahan  penyusunan dan
perumusan rencana bidang Ketabanan Masyarakat;

. Membantu kepala bidang melakukan pembinean dan  fasilitasi
penyusunan perencanaan & bidang Ketahanan Masyarakat;

¢. Mengkoordinasikan penyusunan. rencana i bidang Ketahanan
masyarakat di daerah; '

d Menyelenggarakan -pelatiban den penyuluhan di bidang Ketahanan
Masyarakat, '

¢. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi d bidang
Ketahanan masyarakat;

f Melakukan koordinasi dan  konsultasi pelaksanaan tugas dengan
satuan kerja terkait baik di Pusat maygpun di Daerab;

g Membina dan mengawasi staf bawahannya;

h. Melaporkan hasil pelaksapaan nagas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada kepala bidang;

1 Melaksanakan tugas lan yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
ketentnan perundang-undangan. yang berlako.



{?) Uraian Tugas Kepala Sesi’ Kerjasama Kelembagaan Masyarakat, sebagai
berikut:

A.

b.

FE

Menyampaikan data finformasi  sebagai bahan penyusunan dan
perumusan rencana bidang Kerja sama Kclembagaan. Masyarakat;
Membantu kepala bidang wmelalukan pembingan dan  fasilitasi
penyusunan perencanaan 4 bidang Kerja sama Kelembagaan
Masyarakat,

Mengkaardinasikan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat
untuk peningkatan taraef hidup diberbagai sektor ekonomi, sosial dan
budsya pada bidang Kerja sama kelembagaan masyarakat di daerabh;
Menyelenggarakan pelatthan dan Pembinaan d bidang Kerja sama
Kelembagaan Masyarakat;

Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi d bidang Kerja
sama kelembagaan masyarakat;

Melakukan koordinesi dan  konsuliasi pelaksanaan rugas dengan
saruan kerja tefkait baik & Pusat maupun di Daerah;

Membina dan mengawasi sial bawahannya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkals maupun sewakfu-

walktu kepads kepala bidang;

Melaksanskan tugass lain yang dibenkan oleh kepala bidang sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlalcu.

(3) Urajan Tugas Kepala Scksi Sosial dan Budaya Masyarakal, sebagai

berikat

a. Menyampaikan data/informasi sebagai bahan penyusunan dan
perumuisan rencana bidang Sosial dan Budaya Masyarakast |

b Membantu kepala bidang melakukan pembinsan dan  fasilitas
peryuaunan peréncangan pemberdayaan masyarakat d bidang Sosial
dan Budaya Masyarakat;

¢ Mengkoordinasikan pemyusunan rencana i bidang Scsial dan Budeya
masyarakat i daerah;

d Menyelenggarakan pelatihan dan penyulzhan di budang Sosial dan
Budaya Masyarakat,

e. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang Sosial
dan Budaya masvarakat;

f  Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan
satuan kerja terkait bak di Pusat maupun di Daerah;

g Membina dan mengawasi staf bawahannya,

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun scwaktu-

waktu kepada kepala bidang;
Melaksanakan tagas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesual
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pazal 11

Uraian Tugss Kepala Bidang Pengembangan Usesha Ekonomi Masyarakat,

Sumhber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, sebagai benlut

a.  Membantu Kepala Dinas di bxlang tugasnya;

b. Menyusun dan menetapkan rencana dan program  kerja. di Bidang
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya alam dan
Teknologi Tepat Guna;



(1)

Pembinaan, Pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan tugas di Bidang
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya alam dan
Teknologl Tepat Guna;

Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk. miskin
Penyclenggaraan pengembangan usaha ekooomi keluarga dan kelompok
masyaralkat;

Penyelenggaraan pengembangan lembaga ekonomi desa;

Pemberian bimbingan dan penmijuk penyclenggaraan pemberdayaan usaha
ekonom masyarakat;

Penyelengearaan pengembangan produksi dan pemasaran hagil ussha
masyarakar,

Pemberian bimbingan daa petunjuk penyelenggaraan pengelolaan sumber
daya alun desa berkelanjutarm;

Pengkoordinasian dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologl tepat guns;
Pengkoordinasian dan fasilitasi serta penyelenggaraan pemasyarakatan
dan kerjgsama teknologi perdesaan;

Evaluasi pelaksanaan tugas di bHidang Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyarakar, Sumber Daya abm dan Teknologi Tepat Guna,

Melaporkan hasil pelaksanaan togas secara berkala maupun sewakiu-
waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya;

Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perla diambil dalam bidang tugasoya.

Pasal 12

Urajan Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,

sebagal berikut :

a. Membantu Kepala Bidang sesusi tugasnya,

b, Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana dan program keria di

Seksi Usaha Ekonomi Masyaralkat;

Menyusun bahan kebijukan bidang pemberdayaan masyarakat desa;

d Membuat konsepjdraft kebijakan bidang pengembangan usaha
ckonomi masyarakat desa;

e. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pemberdayasn ekonomi
penduduk miskin;

f. Menyiapkan  bahan  pemberian = bimbingan dan  petunjuk
penyelenggaraan pengembangan ekonomi  keluarga dan kelompok
rmasyarakat; :

g Memfasilitasi pembinaan, peningkatan dan pengembangan lembaga
ckonom? antar desa;

0

h. Menyiapkan bahan pemberian.  ‘bimbingan dan petun juk

penyelenggaraan pemberdayaan usahs ekonomi masyarakat;

1  Melakukan pemantauan, pehgendaban dan cvaluasi pelaksanaan tugas
di scksiekonomi;

j.  Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tuges dengan
satuan kerja terkait di Pusat maupun di daerah;

k Membina dan mengawasi staf bawahannys;
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(3}

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktlt kepada Kepala Bidang;

Melaksanakan tuges Min yang diberikan oleh kepala Bidang sesuat
dengan bidang tugasnya.

Pemberian saran-saran . dan pcrt:lml:-angan kepada Kepala Bidang
tentang lanpkah-langlkah dan tindalcan yang perlu diambil dalam

bidang tugasoya.

Uraian Tugas Kepala Seksi Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana
Perdesaan, sebagai berikut :

EL

b.

=

Menyampaikan datafinformasi sebagai bahan perumusan rencana d
seksi Sumberdaya Alam, S8arana dan Prasarana Perdesean;

Membantu kepala bidang melakukan pembinean dan fasilitasi
penyusunan perencanaan pemberdayaan  masyarakat i sekal
Sumberdaya Alam, Saraim dan Pragarana Perdesaan;

Membuat konsep/draft kebijakan bideng pengelolaan sumber dayva
alam desa berkelan juiam;

Memfasilitasi pemandiaatan dan pendayagriaan sumber daya alam;
Merencanakan pelaksanaan peogembangan sarana dan prasarana
perdesaan yang sesual dengan kondisi dan potensi desa;

Melakukan pemaniauvan, pengendalian dan evaluasi pelaksanean tugas
di seksi Sumberdaya Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan;
Melakukan koordinasi dan kon=uliesi pelaksanaan tugas dengan
satuan kerja terkait di Pusat maupun di daecrah;

Membina dan mengawasi staf bawahannya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
walctu kepada Kepala Bidang;

Melaksanakan tugas lain yarg diberikan oleh kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya;

Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
tentang langkah-langkah dan tndakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna, sebagal berikut:

a

b.

e

Menyampaikan datafinformasi sehagni bahan perumusan rencana
Seksi Teknologi Tepai Guna;
Membantu kepala bidang melakukan pembinaan dan fasilitasi
penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat di seksi Telnologi
Tepat Guna,
Merencanakan pelaksanaan pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa
Perdesaan
Melakukan pelatihan Teknologi Tepat Guna bggi masyeralat sebagai
upaya mengembangkan sumber daya manusia desa;
Melakukan pemaniauan, pengendabian dan evaluasi pelaksanaan tugas
ci seksi Teknologi Tepat Guna;
Melakukan koordinasi dan 'kensulasi pelaksanaan tupas dengan
satuan kena terkait d Pusat maupun di dacrah,
Membina dan mengawasi staf bawabhaomya;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada Kepala Bidang;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan okh kepala Bidang sesuai
dengan bidang tugasnya.

il




i, Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
teritang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil  dalam
bidang tugasnya.

Pasat 13

Uraian Tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan, sebagai berikut:

a

el

(1)

=l

Mengkoordinasikan dan menyampaikan daia atan bahan dalam rangka
penyusunan perancanean. pemerintahan desa/Kelurahan serta pedoman
pelaksanaannys;

Menyelenggarakan pemhinaan dan fasilitasi di bidang pemerintahan dess;
Melaksanakan penyusunan, pembinaan, pembuatan RPJMDes, RKPDes
dan APBDes.

Melaksanakan fasiitast pendistribusian den pembinasn pengelolaan Dana
Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD).

Menvelenggarakan penyuluhan dan pelatiban d bidang pemerintahan
desa;

Mclaksanakan permantauan, pengendalian dan  evaluasl & bidang
pemerintahan desa;

Membina dan mengawasi staf bawahannya;

Melaporksn hasil pelaksanaan tugas $écara berkala maupun scwaktu-
waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14

Uraian Tugas Secksi Penyélenggaraan Pemerinteh Desa/Kelurahan, sebegai

berikut :

a Merencanakan Program bidang administrasi pemerintahan
desa fkelurahan sesual ketentuan perundang-undeng yang berlalky

b Mengumpulkan,  menyiapken  bahan  kebijakan, penyusunan,
pembinaan, pengawasan dan e¢valvasi pelaksanaan produk hukum
desa; _

¢, Menyampaikan data/finfiormasi yang berkaitan dengan pemerintahan
desa,

d Melaksanakan koordinesi dan kerjasama dengan pihak ketiga
(pemerintah maupun swasta) dalam  menunjang penyelenggaraan
pemerintahan desa;

e. Melakukan pelatihan dan  bimbingan teknis  penyelenggaraan
pemmerintahan desa;

f Mclakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan

satuan kerja terkait i Pusat maupun di daerak;

Membina dan mengawasi stal bawahannyas,

Melaporkan hasil pelaksanaan tugss secara berkala maupun scwaktu-

waktu kepade kepala bidang;

1 Melaksangkan tugas lan yang diberikan oleh lkepala bidang sesual
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
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{2)

Uraian Tugas Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa, sebagai

berikut: :

a Menyampaikan data/informasi sehagai bahan perumusan rencans ol
bidang pengelolaan pendapatan dan kekayaan. desa;

b. Membantu kepala bidang menyiapkan bahan penyusunan kcbijakan,
pembinaan, momnitoring dan evaliasi serta  pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan desa dan asct dess;

c. Mengkoordinasikan pen vusiman. rencana. pengelolaan pendapatan dan
kekayaan desa dengan berbegai pibak terkait;

d Melakukan pclatihan dan bimbingan teékms pengelolaan keuangan desa
dan aset desa;

e Melakukan koordinasi dan konsultasi peiaksanasn tugas dengan
satuan Kerja terkait di pusat maupun di daerab;

{ Membina dan mengawasi staf bawahannya;

g Melaparkan hasi pelaksanasn tugas secara berkala maupun sewakiu-
waktu kepada kepala bidang;

h Melaksanakan tuges lain yang diberiktan oleh kepala bidang sesuaf
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tuges Seksi Penataan Desa, sebagai berikut:

s Manyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa;

h Menyiapkan bahan fasilitasi atas penyclenggarasan pembentukan,
pemekaran desa;

¢ Melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas
pemmbencukan, pemekaran. desa;

d Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawssan pedesaan dan tata
ruang desa;

e Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan satuan
kerja terkait di pusat maupun di daerah;

f Membina dan mengawasi stal bawahannys;

g Melaporkan hagsil pelaksanaan tuges secara berkala maupun sewaktu:
waktu kepada kepala bidang,

h Melaksanakan iugas lain yang diberikan olh kepala bidang sesua
ketentuan perundang-undangan yang berlalou.

BAB 111
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Penjabaran Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dmas akan ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 17 sampal
dengan Pasal 22 Peraturan Walikota Tusl Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural Org:amisesi Lembaga Teknis Dacrah Kota
Tual, dinyatakan tidak berlaku. lagi.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan ini mlai berlalu sejait tanpgal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlcan pengundangan peraturar
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual

Ditetapkan d Tual
1Ats npeatc®s Januar 2017
4 \«/"‘"‘5‘;\} .
| £
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